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DASAR HUKUM

UU 32 Tahun 1997 
yang telah diubah

menjadi UU 10 Tahun
2011 tentang
Perdagangan

Berjangka Komoditi Peraturan Menteri 
Perdagangan RI No 80 

tahun 2020 tentang
Organisasi dan tata Kerja

Kementerian Perdagangan

PP 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan

Perdagangan Berjangka
Komoditi

Peraturan Bappebti



TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TUGAS

Melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan 
pengawasan kegiatan perdagangan berjangka 

serta pasar fisik dan jasa

Perumusan standar, norma, pedoman, 
kriteria, dan prosedur serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di 
bidang pasar fisik dan jasa;

Pelaksanaan administrasi Badan.

Perumusan, pelaksanaan, pengamanan
pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di 
bidang pembinaan, pengaturan dan 
pengawasan perdagangan berjangka, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

Perumusan, pelaksanaan, pengamanan
pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di 
bidang pembinaan, pengaturan dan 
pengawasan pasar fisik dan jasa; BAPPEBTI
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TUGAS DAN FUNGSI
BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK

Fungsi Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik :
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan transaksi,
pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
kepatuhan pelaporan keuangan pelaku usaha dan pengawasan
kepatuhan kegiatan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi;
Penyiapan bahan evaluasi pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan
pelaporan keuangan pelaku usaha dan pengawasan kepatuhan kegiatan
pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi; dan
Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

TUGAS
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan berjangka
komoditi;

FUNGSI

Peraturan Menteri Perdagangan RI No 80 tahun 2020 



MENGAPA PERDAGANGAN BERJANGKA PERLU 
DIATUR DAN DIAWASI?

11 PERDAGANGAN BERJANGKA MERUPAKAN 
KEGIATAN BISNIS YANG KOMPLEKS

3 MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PRAKTIK 
PERDAGANGAN YANG MERUGIKAN

2 PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT 
(MARGIN)

4 UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM 
YANG MAMPU MEMBERIKAN KEPASTIAN 
USAHA BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT



PENGAWASAN BAPPEBTI



PENGAWASAN

• Dilakukan tanpa
adanya indikasi
pelanggaran (rutin) 

• Pengawasan
sewaktu-waktu atau
pengawasan khusus

DIAWASI

Pelaku Usaha di 
bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi
yang diawasi secara
off-site dan on-site

PENGAWAS

Pihak yang dapat 
melakukan
pengawasan/audit 
adalah Pegawai 
Bappebti khususnya
adalah pegawai pada 
Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan 
Fisik

RUANG LINGKUP & TUJUAN PENGAWASAN

1. Memastikan kegiatan operasional pelaku 

usaha PBK sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku;

2. Meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku 

usaha PBK;

3. Menyamakan persepsi terkait peraturan 

perundangan di bidang PBK; dan

4. Informasi atau petunjuk awal untuk 

dilakukan pemeriksaan atas dugaan 

pelanggaran di bidang PBK.

TUJUAN PENGAWASAN PBKRUANG LINGKUP 



LINGKUP PENGAWASAN 
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

PIALANG 
BERJANGKA

PEDAGANG 
BERJANGKA

LEMBAGA 
KLIRING 

BERJANGKA

BURSA BERJANGKA
Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak 
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 
dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan 
penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

PIALANG BERJANGKA (PESERTA SPA) PEDAGANG BERJANGKA (PENYELENGGARA SPA)
Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka 
yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak 
Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas namanya
sendiri atau kelompok usahanya dalam Sistem Perdagangan 
Alternatif. 

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan 
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak 

Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah 
uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin 

transaksi tersebut.

BURSA 
BERJANGKA

BANK 
PENYIMPAN 

MARGIN

BANK PENYIMPANAN DANA MARGIN
Bank yang menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, 
Dana Kompensasi, Dana Jaminan, dan/atau Dana Sentra Dana 
Berjangka setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti



PENGAWASAN PELAKU USAHA PBK

Pialang Berjangka
 Kewajiban Pelaporan Keuangan (Harian, Bulanan, Triwulan dan Tahunan)
 Integritas Keuangan : Modal Disetor, MBD, Pemenuhan Margin di LKB 70:30, DNRT, 

dan Ekuitas
 Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan
 Implementasi Program APU PPT
 Laporan Tahunan Perkembangan Kegiatan Usaha
 Laporan Transaksi

Bursa Berjangka
 Laporan Keuangan : Ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan (lapkeu tahunan audited)
 Integritas Keuangan : Modal Disetor 
 Laporan Tahunan Perkembangan Kegiatan Usaha 

Lembaga Kliring Berjangka
 Laporan Keuangan : Ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan (lapkeu tahunan audited)
 Integritas Keuangan : Modal Disetor 
 Laporan Tahunan Perkembangan Kegiatan Usaha 

Hal-hal
yang
diawasi



Pedagang Penyelenggara SPA
 Kewajiban pelaporan keuangan (Bulanan, Triwulan dan

Tahunan)
 Integritas keuangan : Modal Disetor, Pemenuhan Margin

di LKB Rp 8 Miliar, dan Ekuitas
 Laporan Tahunan Perkembangan Kegiatan Usaha
 Laporan Transaksi

Pedagang Non SPA
 Laporan Tahunan Perkembangan Kegiatan Usaha

Bank Penyimpan Margin
 Laporan Mutasi Harian Dana Nasabah pada Rekening Terpisah Pialang Berjangka.
 Laporan Tahunan terkait Dana Nasabah pada Rekening Terpisah Pialang

Berjangka.

PEDAGANG

BANK

Hal-hal
yang
diawasi

PENGAWASAN PELAKU USAHA PBK



RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Manajemen Organisasi

Penerimaan Nasabah 

Pelaksanaan Transaksi 

Integritas Keuangan 

Pembukuan dan 
Pelaporan

Pengelolaan Dana 
Nasabah dan APU-PPT



PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Mengawasi:
- Transaksi Multilateral di Bursa Berjangka; 
- Transaksi Bilateral (SPA) yang Telah 

Dilaporkan dan Didaftarkan;
- Serah Terima Fisik Komoditi.

Mengawasi:
- Integritas Keuangan (Modal Disetor, 

Ekuitas, Modal Bersih Disesuaikan, 
Penempatan Margin di Lembaga Kliring
Berjangka);

- Penyampaian Pelaporan Keuangan
dan Direktur Kepatuhan;

- Implementasi APU-PPT.

Melakukan:
- Penetapan PKAT;
- Pelaksanaan Audit;
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.

Pengawasan
Transaksi

Pengawasan
Kepatuhan

Audit



HASIL PENGAWASAN

1
2

Jika rekomendasi tersebut tidak 
dilaksanakan oleh auditee, maka akan 

diserahkan kepada Biro Peraturan
Perundang-Undangan dan Penindakan –

Bappebti, untuk ditindaklanjuti

Berupa catatan atas 
pelanggaran dan akan 
diberikan rekomendasi oleh 
pengawas/auditor kepada 
auditee untuk dilakukan 
langkah perbaikan 



Terima Kasih

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
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